
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
PROVINSISULAWESIUTARA 

TENTANG 
PEDOMAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa dalam upaya pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu membentuk 
Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 
Pembentukan Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembentukan 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4875 ); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

} 
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( ) 
' , 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
ten tang Pemilihan Kepala Desa (Serita Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 
4 Tahun 2016 tentang Pedoman PemilihanSangadi. 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Sadan Permusyawaratan Desa; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN 
SEKRETARIAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur. 



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Pemerintahan 
Umum dan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan. 

5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

( , Repu blik Indonesia. <:»: 

7. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

8. Sangadi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyelenggarakan rum.ah tangga Desanya dan melaksanakan 
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 
disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara dernokratis. 

c BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pembentukan Sekretariat Badan 
Permusyawaratan Desa. 

BABII 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi 
a. Sekretariat BPD; 
b. Fungsi Sekretariat BPD 
c. Pendanaan. 

L. 



BAB III 
SEKRETARIAT BPD 

Pasal 4 

(1) Desa wajib memiliki Sekretariat BPD; 
(2) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu staf Sekretariat 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa; 
(3) Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Sangadi atas persetujuan 

Badan Permusyawaratan Desa. 

BABIV 
FUN GS I 
Pasal 5 

Fungsi Sekretariat BPD adalah 
(1) Menjadi wadah penyelenggaran kegiatan Badan Permusyaratan Desa 
(2) Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan BPD 

BABV 
PENDANAAN 

Pasal 6 

(1) Pendanaan Sekretariat BPD bersumber dari Alokasi Dana Desa dan sumber 
pendapatan lainnya yang tidak mengikat 

(2) Desa Wajib memberikan segala kebutuhan dalam rangka operasional 
penyelenggaran tugas dan fungsi Sekretariat BPD 



. . . 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 

Ditetapkan di Tutuyan 
~ada tanggal 3 JJ1t I r. ,, 2018 L 

/ / aUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 1 

~ 

SEHAN i.2;AR 

Diundangkan di tu tuyan 
pada tanggal .., , "'' 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN 

MUHAMMAD ASSAGAF 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2018 
NO MOR 


